
179 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku-Buku 

Abdulkadir  Muhammad. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 

Alvi Syahrin. (2011). Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sofmedia. Jakarta. 

Az. Lukman Santoso. (2011). Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank. Pustaka 

Yustisia. Yogyakarta. 

Barda Nawawi Arief (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana . PT Citra Aditya 

Bakti. Bandung. 

------------------------------ (1994). Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kedua. 

PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 

----------------------------(2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan 

Ke Dua Edisi Revisi. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 

--------------------------- (2002) Sari Kuliah Perbandingan Hukum. RajaGrafindo 

Persada. Jakarta. 

--------------------------- (2005). Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia. 

Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI-2005, 

Kerjasama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan 

ASPEK HUPIKI, di Hyat Hotel Surabaya Tanggal 14-16 Maret 2005.  

Chairul Huda. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap 

Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana).  

Prenada Media. Jakarta. 

Dwidja Priyatno. (2017). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam 

Tanggung Jawab Hukum.., Wawan Prasetyo, Fakultas Hukum, 2020



180 
 

Kebijakan Legislasi. Kencana. Depok 

--------------------------- (2009). Kebijakan Legislasi tentang Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. CV. Utomo. 

Bandung. 

Eddy O.S. Hiariej.(2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.Cahaya Atma Pustaka. 

Yogyakarta. 

Hamzah Hatrik. (1996). Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum 

Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability). PT Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 

Hanafi. Amrani dan  Mahrus. Ali, (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

Perkembangan dan Penerapan. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

Hanafi, Mahrus, (2015) Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan pertama. 

Rajawali Pers. Jakarta. 

Hasbullah . F. Sjawie. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak 

Pidana Korupsi. Prenada Media Group. Depok. 

----------------------------- (2017). Direksi Perseroan Terbatas Serta 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana. Jakarta. 

Hermansyah. (2008).Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet. Keempat. 

Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 

I.Made. Widnyana, (2010) Asas-Asas Hukum Pidana. Fikahati Aneska. Jakarta. 

Indrawan .D. Yuriutomo. (2017). Penghapus Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi. NN.NN 

Indryanto Senoadji. (2001). Money Laundering Dalam Perspektif Hukum 

Pidana.CV Rizkita. Jakarta. 

Kristian. (2016). Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi(Buku Satu)  Refika Aditama. 

Bandung. 

------------------------- (2016). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 

Tinjauan Teroritis dan Perbandingan Hukum diBerbagai Negara (Buku 

Tanggung Jawab Hukum.., Wawan Prasetyo, Fakultas Hukum, 2020



181 
 

Dua). Refika Aditama. Bandung. 

-------------------------- (2017). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional, (Buku Tiga). Refika 

Aditama. Bandung. 

Kristian dan Yopi Gunawan. (2018) Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses 

Peradilan di Indonesia.Prenada Media Group. Jakarta. 

Lobby Loqman. (2002). Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian. 

Dtacom. Jakarta. 

Mardjono Reksodipuro. (1994). Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan 

Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu. Pusat Pelayanan Keadilan 

Dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 

Marwan Effendy. (2012). Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum 

Pidana. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta. 

Muladi dan Dwidya Priyatno. (1991).Pertanggungjawaban Korporasi dalam 

Hukum Pidana. Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung. 

Munir Fuadi.(2010).Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya 

dalam Hukum Indonesia”, Citra Aditya Bakti. Bandung. 

Moeljatno.  (1993). Ásas-Asas Hukum Pidana.  Rineka Cipta. Jakarta. 

V.S. Khanna. (2000). Corporate Liability Standars: When Should Corporation Be 

Criminality Liabel?,American Criminal Law Review. USA. 

Rachmadi Usman. (2006). Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di 

Indonesia. Sinar Grafika, 2006. Jakarta. 

Roeslan. Saleh. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana 

Aksara Baru. Jakarta. 

Romli Atmasasmita. (2000). Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju. 

Bandung. 

----------------------------.(1989).Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta. 

Tanggung Jawab Hukum.., Wawan Prasetyo, Fakultas Hukum, 2020



182 
 

 

Sawaldjo Puspopranoto. (2004). Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan 

(Konsep, Teori dan Realita). LP3ES. Jakarta 

Sigid Soeseno (2013). Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan 

(Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-

undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia)”. PT. Remaja 

Rosdakarya. Bandung. 

Sutan. Remy Sjahdeini. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & 

Seluk Beluknya (Edisi kedua). Kencana. Depok. 

------------------------------. (2006). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Grafiti 

Press. Jakarta. 

Suprapto. (1963). Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan 

Nasional. Widjaja. Jakarta. 

Zainudin Ali. (2009) Metode Penelitian Hukum.Sinar Grafika. Jakarta 

 

Peraturan Perundangan 

Herziene Inlands Reglement 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-undang No. 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana  

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian  

Undang-undang  No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan   

Tanggung Jawab Hukum.., Wawan Prasetyo, Fakultas Hukum, 2020



183 
 

Undang-Undang  No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang  No. 16 

Tahun 2001 tentang Yayasan  

Undang-Undang  No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan   

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

Internet 

Antara News.com, “PT DGI di Vonis 86,19 Milliar”, diakses dari 

https://www.antaranews.commiliar  (akses pada tanggal 01 Juli 2019 Jam 11.48 

WIB) 

Detik News, “Kredit Fiktif 1,83 T, Pejabat Bank Didakwa 20 Tahun Bui” diakses 

dari https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4188680, (akses pada tanggal 01 

Juli 2019 jam 14.06) 

Infobanknews.com, “Benarkah Pembobolan Selalu Melibatkan Orang Dalam?”, 

diakses dari http://infobanknews.com, (akses pada tanggal 01 Juli 2019 Jam 

16.19) 

Kompas.Com, “Kasus Pembobolan Rekening, OJK Batasi Aktivitas Operasional 

BTN” , diakses dari https://money.kompas.com/read/2017/03/22,  (akses pada 

tanggal 01 Juli 2019 jam 13.46) 

Liputan 6,“64 Bank di  Bobol dengan Skimming”, diakses 

darihttps://www.liputan6.com(akses pada tanggal 01 Juli 2019 jam 13.36) 

Pos Kota News, “ Bos BRI Cabang Tambun Bekasi Dijebloskan ke Penjara” 

diakses dari http://poskotanews.com/2019/06/25/, (akses pada tanggal 3 Juli 2019) 

 

 

 

Tanggung Jawab Hukum.., Wawan Prasetyo, Fakultas Hukum, 2020

https://www.antaranews.commiliar/
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4188680
http://infobanknews.com/
https://money.kompas.com/read/2017/03/22
https://www.liputan6.com/
http://poskotanews.com/2019/06/25/

	15. 201720252003-DAFTAR PUSTAKA



